
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.313, 2023 KEMENPAN-RB.. Pegawai Non-PNS. Pemberian 

Perlindungan. Manfaat Jaminan Kesehatan. JKK. 
JKM 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 
PEMBERIAN PERLINDUNGAN BERUPA MANFAAT JAMINAN KESEHATAN, 

JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI 

NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA 
INSTANSI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemberian 
Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan 
Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-

Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Instansi Pemerintah; 
 

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PEMBERIAN PERLINDUNGAN BERUPA MANFAAT JAMINAN 
KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN 

KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL 
YANG BERTUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Pegawai Non-PNS adalah pegawai selain pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, 

pimpinan lembaga nonstruktural, pimpinan instansi 

pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 

badan layanan umum/badan layanan umum daerah, 

pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pimpinan 

perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan 

Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, 

serta pegawai yang bekerja pada penyedia jasa badan 

usaha atau penyedia jasa perorangan yang dikontrak 

oleh pejabat pengguna anggaran dan kuasa pengguna 

anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. 

2. Penyedia Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa 

berdasarkan kontrak. 

3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
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kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 

kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan 

kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat 

JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau 

pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta 

mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja.  

5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM 

adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli 

waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 

Pasal 2 

(1) Program perlindungan yang diberikan kepada Pegawai 

Non-PNS terdiri atas: 

a. Jaminan Kesehatan; 

b. JKK; dan 

c. JKM. 

(2) Penyelenggaraan program perlindungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kepesertaan; 

b. manfaat; dan 

c. iuran. 

 
Pasal 3 

Kepesertaan Pegawai Non-PNS dalam Jaminan Kesehatan, 

JKK, dan JKM berakhir apabila peserta diputus hubungan 
perjanjian kerja sebagai Pegawai Non-PNS. 

 
Pasal 4 

Iuran Jaminan Kesehatan, JKK, dan JKM bagi Pegawai Non-

PNS yang berasal dari Penyedia diperhitungkan dalam nilai 
kontrak pengadaan. 

 

Pasal 5 
Manfaat, iuran, dan tata cara pengajuan klaim Jaminan 

Kesehatan, JKK, dan JKM bagi Pegawai Non-PNS 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 6 

Program Jaminan Kesehatan, JKK, dan JKM dikelola oleh 
pengelola program sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai badan 

penyelenggara jaminan sosial. 
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Pasal 7 
Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan, JKK, dan JKM sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dengan tembusan kepada: 

a. Menteri;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara; dan

c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang

pemerintahan dalam negeri.

Pasal 8 

Program perlindungan bagi Pegawai Non-PNS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan 28 November 
2023. 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ABDULLAH AZWAR ANAS 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2023 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ASEP N. MULYANA 
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